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PENANGGULANGAN 
 

MONEY 
 

POLITICS 

DALAM  PEMILIHAN  KEPALA  DAERAH  DI 

KOTA MALANG (Studi Kasus di Badan Pengawas 

Pemilu Kota Malang) 

Pembimbing : 1.  Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum 

2.  Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H 

 

 

Money Politics atau politik uang secara umum memiliki pengertian yang merujuk pada 

usaha untuk memengaruhi pemilih selama pemilu melalui pemberian imbalan materi. Imbalan 

tersebut bisa berupa uang tunai langsung, bantuan atau sumbangan barang, bahan pokok seperti 

sembako, serta janji atau iming-iming tertentu untuk mendapatkan keuntungan politik. 

Fenomena ini kerap dikaitkan dengan praktik politik transaksional yang biasanya terjadi pada 

kontestasi pemilihan umum. Penelitian ini membahas penanggulangan tindak pidana politik 

uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang, dengan fokus pada upaya 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis penyebab terjadinya praktik politik uang serta strategi yang diterapkan oleh 

Bawaslu dalam menanganinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis 

dengan metode kualitatif, berdasarkan data observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang di Kota Malang dipengaruhi oleh faktor 

ekonomi, rendahnya pendidikan politik, serta lemahnya pengawasan dan partisipasi 

masyarakat. Bawaslu telah menjalankan peran pengawasan dan penegakan hukum melalui 

prosedur hukum khusus, namun masih menghadapi tantangan besar dalam pembuktian, sumber 

daya terbatas, dan rendahnya pelaporan dari masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan 

yang efektif membutuhkan sinergi antara hukum, kesadaran publik, dan kebijakan preventif 

yang kuat. 

Kata Kunci: Politik Uang, Penanggulangan Tindak Pidana, Bawaslu. 
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ABSTRACT 
 

 

Nama : Rosita Amanda   
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Judul : 
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PENANGGULANGAN 
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Money politics generally refers to efforts aimed at influencing voters during elections 

through the provision of material rewards. These rewards may take the form of direct cash 

payments, goods or donations, basic necessities, or promises and incentives intended to secure 

political advantage. This phenomenon is often associated with transactional political 

practices, particularly during electoral contests. This research examines the mitigation of 

money politics as a criminal offense in the implementation of regional head elections in Malang 

City, focusing on the efforts undertaken by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of 

Malang. The objective of this study is to analyze the causes of money politics practices and the 

strategies applied by Bawaslu in addressing them. The research employs a socio-legal 

approach with qualitative methods, based on observational data, interviews, and literature 

studies. The findings indicate that money politics in Malang is driven by economic 

vulnerability, low levels of political education, and weak supervision and community 

participation. Although Bawaslu has performed supervisory and law enforcement functions 

through special legal procedures, it still faces significant challenges, including evidentiary 

issues, limited resources, and a lack of public reporting. Therefore, effective mitigation 

requires synergy between legal enforcement, public awareness, and strong preventive policies. 

Keywords: Money Politics, Criminal Mitigation, Bawaslu. 
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